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MOTTO 

 
 
 

" Man jadda wajada, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memetik 

buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita mampu 

untuk itu " 

( B.J Habibie)* 

 

“Orang bijak taat pajak” 

(Direktorat Jendral Pajak)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   “BJ. Habibie”. Dalam http//d3-komputerakuntansi.blogspot.com. Di akses 
tanggal 30 Mei 2016 

*    “Direktorat Jendral Pajak”. Dalam http://iamtaxactor.blogspot.co.id. Di akses 
tanggal 28 Juli 2016 
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 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah penyumbang dana 

yang cukup besar, salah satunya Pajak Reklame Insidentil, Praktek Kerja Nyata 

ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata  ini untuk mengetahui Mekanisme 

Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame Insidentil Alfamart Pada 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang 

berwenang dalam memungut pajak daerah. 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi, 

(2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan pajak daerah khususnya 

Pajak Reklame Insidentil alfamart yang meliputi Pendataan dan Penetapan. Untuk 

dapat menjelaskannya penulis melakukan Praktek kerja Nyata di Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso selama 1 (satu) 

bulan mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Maret 2016 

 Pajak reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame. Reklame 

Insidentil adalah Reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan 

perhitungan harian, mingguan atau bulanan berdasarkan peraturan perundang-

undangan No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Bupati No 1 B Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Dalam pemungutan Pajak Reklame Insidentil pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang diterapkan yaitu Official 
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Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak 

ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan 

besarnya pajak terhutang wajib pajak Pembayaran pajak reklame insidentil 

menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). 

 Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dari mekanisme pendataan dan 

penetapan pajak reklame insidentil Alfamart pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pungutan pajak daerah tersebut 

mampu mengembangkan perekonomian. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori berkembang. Hal 

ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pembangunan-pembangunan diberbagai 

bidang diseluruh wilayah Indonesia. Untuk membiayai pembangunan tersebut 

negara membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga perlu adanya kemandirian 

dari suatu negara yaitu dengan memggali sumber dana yang salah satunya berasal 

dari pajak. Pajak merupakan salah satu penyumbang dana yang cukup besar dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga potensi-

potensi pajak perlu terus digali dan dikembangkan. Pajak sebagai suatu 

perwujudan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat dalam negara tersebut 

sebagai suatu peran masyarakat dalam gotong royong dan pembiayaan 

pembangunan nasional. Pembangunan yang dilandaskan  Pemerintah Republik 

Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai 

Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan 

Masyarakat maka misi dari Undang-Undang tersebut untuk melimpahkan 

kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam rangka 

menjalankan misinya, Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada 

Pemerintah Daerah dalam bentuk otonomi daerah. Upaya untuk melancarkan 

pelaksanaan pembangunan maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah.  
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Pengertian dari pajak daerah sendiri menurut Mardiasmo (2011:1) adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Di Kabupaten Bondowoso pajak daerah dikelola atau dipungut oleh Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso memungut 

beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Ada berbagai macam jenis usaha di Kabupaten Bondowoso dan salah satu 

cara untuk memasarkan barang dagangannya dengan memasang reklame. 

Penggunaan reklame dalam rangka memasarkan atau memperkenalkan produk 

usaha ini dapat dikenakan pajak. sebelum reklame diedarkan atau dipasang, para 

pemilik usaha atau wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya 

yaitu membayar pajak reklame. 

  Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso pasal 1 angka 4 dan 5, pajak 

reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud 

dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang 

atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 

oleh umum. Ada dua jenis pajak reklame, yang pertama adalah pajak reklame 

tetap dan yang kedua adalah pajak reklame insidentil. Masa pajak reklame tetap 
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menggunakan perhitungan tahunan, sedangkan masa pajak reklame insidentil 

menggunakan perhitungan harian, mingguan atau bulanan.    

 Dari beberapa wajib pajak badan yang usahanya berada di Kabupaten 

Bondowoso adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya (Tbk.) yang menaungi minimarket 

Alfamart di daerah Bondowoso. PT. Sumber Alfaria Trijaya (Tbk.) merupakan 

salah satu wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal ini 

kewajiban perpajakannya untuk pajak reklame insidentil dari proses pendataan 

dan penetapan pajak reklame insidentil yang dilakukan PT. Sumber Alfaria 

Trijaya (Tbk.) tercatat secara rinci di bagian pendapatan daerah Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

  Berikut merupakan target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor 

pajak daerah khususnya pajak reklame insidentil dari tahun 2013 s/d tahun 2015.  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Insidentil Kabupaten 
Bondowoso Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2013 70.000.000,00 45.020.488,00 64,31

2014 50.000.000,00 88.243.990,00 176,49

2015 80.000.000,00 45.417.217,00 56,77

Sumber: DPPK Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 

 Dapat dilihat dalam tabel 1.1 target pajak reklame insidentil setiap 

tahunnya tidak sama. Menurut pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten bondowoso (DPPK) pada tahun 2013 kesadaran wajib pajak 

untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya sedikit oleh 

karena itu pihak DPPK melakukan sosialisasi sehingga ditahun 2014  kesadaran 

wajib pajak meningkat selain itu juga dikarenakan ada banyak event promo yang 

dilakukan oleh wajib pajak seperti yang dilakukan PT. Sumber Alfaria Trijaya 

(Tbk.) tetapi ditahun 2015 banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban 

perpajakan yang harus dibayarnya. 

Dalam tabel 1.1 tidak dijelaskan berapa jumlah penerimaan khusus untuk 

reklame insidentil Alfamart, karena data tersebut merupakan data umum yang di 

dalamnya memuat unsur penerimaan reklame insidentil Alfamart. Disamping itu 
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dalam hal penerimaan reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso data reklame insidentil Alfamart diolah bersama reklame 

insidentil lainnya. Alfamart merupakan jaringan minimarket yang memiliki lebih 

dari satu unit minimarket. Di daerah Bondowoso terdapat 16 unit Alfamart, 

berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso bahwa pihak Alfamart tersebut ada yang tidak mematuhi 

ketentuan pajak daerah yang berlaku di daerah Bondowoso seperti halnya tidak 

melaporkan pajak reklame insidentilnya pada pihak yang terkait. Dengan kurang 

sadarnya wajib pajak dalam proses mekanisme pembayaran pajak reklame 

insidentil, maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan pembahasan 

mengenai Pajak Daerah khususnya pajak reklame insidentil. Sehingga penulis 

memilih untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul, “Mekanisme 

Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidentil Alfamart Pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso merupakan unit daerah yang 

memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah di Kabupaten Bondowoso berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana 

Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidentil Alfamart pada 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan  

 Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan 

manfaat, yaitu : 
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1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan adalah 

Untuk mengetahui mekanisme pendataan dan penetapan pajak reklame insidentil 

Alfamart pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso. 

1.3.2 Manfaat  Laporan Praktek Kerja Nyata 

1. Untuk Mahasiswa 

a. Memperoleh Pengalaman Praktis tentang Mekanisme pendataan, penetapan, 

Pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

b. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan 

yang diperoleh bangku kuliah. 

c. Sebagai salah satu tugas akhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 

2. Untuk Universitas Jember 

 a. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada 

lingkungan universitas. 

 b. Sebagai bahan untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar pada 

perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma 

III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

3. Untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

 a.  Memberikan masukan terkait mekanisme reklame insidentil 

 b. Sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik serta 

memperbaiki kinerja yang masih dianggap kurang sehingga menjadi lebih 

baik lagi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Umum Tentang Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Definisi “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1) 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009: 1-2), yaitu sebagai berikut. 

1) Fungsi  Anggaran (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai                             

pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 

    Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan   

 pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk   

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b)  Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c)    Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk memdorong ekspor produk 

Indonesia di pasar dunia. 
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2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak 

Wajib, Subjek dan Objek Pajak menurut Siahaan (2006:55-57), sebagai 

berikut: 

a. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

b. Subjek Pajak  

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

c. Objek Pajak 

Adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun 

badan yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2013:2), pemungutan 

pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing.Sedangkan adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 
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3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh : 

a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 

tarif. 

b) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10%. 

c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang 

berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi). 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi (Mardiasmo, 2013:7): 

a. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 
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3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri, 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporakan 

sendiri pajakyang terutang, 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu fiskus sehingga asas 

tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang 

diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan 

Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut anatara lain: 

1) Asas Domisili 

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib 

pajak.Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak 

mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang 

dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 
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2) Asas Sumber  

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak 

diperoleh.Tergantung dinegara mana objek pajak tersebut.Jika di suatu 

negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak 

memungut pajak tanpa melihat suatu sumber penghasilan, negara tersebut 

berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 

3) Asas Kebangsaan 

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak 

dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional 

adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh : fiskus Belanda selama 

Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang 

berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda. 

 

2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan 
Memungutnya 

Meliala (2007:20) mengemukakan bahwa pajak dibagi berdasarkan 

golongan, sifat dan kewenangan memungutnya, yaitu: 

a. Berdasarkan golongan, dibedakan atas 2 jenis yaitu: 

1) Pajak Langsung 

Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh 

wajib pajak dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari 

wajib pajak. 

Pajak langsung mempunyai ciri-ciri sebagi berikut: 

a) Pengertian administratif 

1) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak 

2) Dibayar secara periodic oleh wajib pajak 

b) Pengertian ekonomi 

1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga 

(Harus dibayar sendiri oleh wajib pajak) 

2) Tidak dapat menaikkan harga. 
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Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada 

pada suatu ketika ada peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan 

barang tidak bergerak,perbuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak 

mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada 

orang lain. 

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut 

oleh pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini dipungut oleh 

pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini mengalihkan 

pembayarannya pada pihak ketiga.Dalam hal inipemerintah menunjuk 

wajib pajak sebagi perantara pemungut pajak dan yang menanggung 

atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga 

atau konsumen. 

Pajak Tidak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Dalam pengenaan administratif 

1) Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat 

memyebabkan dikenakanya pajak. 

b) Pengertian ekonomi 

1) Dapat dilimpahkan pada orang lain 

2) Dapat menaikkan harga. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barng 

Mewah (PPnBM), Bea Mterai, Bea Masuk, dan Cukai. 

b. Berdasarkan sifatnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu: 

1) Pajak Subjektif atau pajak bersifat perorangan 

Pajak Subjektif yaitu pajak yang dalam penggunannya memperhatikan 

keadaan-keadaan pribadi wajib pajak. 

Akibatnya dapat terjadi bahwa pemungutan pajak terhadap orang-

orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi jumlah 

pajak yang dipungut dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan 
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keadaan masing-masing wajib pajak tersebut tidak sama dalam 

penentuan penghasilan tidak kena pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Objektif atau yang bersifat kebendaan 

Pajak Objektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya 

memperhatikan sifat objeknya saja.Jadi pemungutannya tidak 

memperhatikan keadaan wajib pajak.Pajak ini dipungut karena 

perbuatan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam 

wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau 

sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga negara atau tidak). 

Contoh: Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

c. Berdasarkan kewenangan memungutnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu: 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajakyang wewenang 

pemungutannya ada ditangan Pemerintah Pusat. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2) Pajak Daerah 

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada 

ditangan Pemerintah Daerah. 

Pajak Daerah terdiri dari: 

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ). 

 

2.1.8 Cara Pemungutan Pajak 

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan 

dalam hukum pajak (Devano dan Rahayu, 2006:39-40), sebagai berikut: 
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1) Sistem Fiktif 

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan.Peningkatan atau penurunan 

pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan.Memiliki 

asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah 

benar-benar merupakan pendapatan yang diterima.Akibatnya banyak wajib 

pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan 

pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa 

dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. 

2) Sistem Nyata (Riil) 

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang 

sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya 

penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, 

pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian 

baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah 

pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan 

pajak.Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang 

diperkirakan. 

3) Sistem Campuran  

Umunya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu 

nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu 

anggapan bahawa pengahasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap 

sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. 

Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula 

dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataanya dengan jalan mengadakan 

pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungut 

pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata.Fiskus dapat menaikkan atau 

menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem 

anggapan itu. 
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2.1.9 Tarif Pajak 

 Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak 

yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang 

menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. 

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat 

dinyatakan dalam prosentase. Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif 

pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu: 

1) tarif sebanding/proposional 

 Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai dikenai pajak. 

 Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%; 

2) tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: besarnya tarif  bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan 

nilai normal berapapun adalah Rp 3.000,00; 

3) tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri 

4) tarif degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar.  

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Definisi Pajak Daerah 

        Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2002:5) adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
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yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggarakan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah  

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.2.3 Jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni : 

1) Pajak Provinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2) Pajak Kabupaten / Kota 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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2.2.4 Tarif Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima 

persen) 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 

10% (sepuluh persen) 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen) 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen) 

5) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen) 

6) Pajak Restoran sebsar 10% (sepuluh persen) 

7) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 

8) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

9) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen) 

10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh 

persen) 

11) Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen) 

 

2.3 Pajak Reklame 

2.3.1    Definisi Pajak Reklame 

 Menurut Siahaan, (2006:323) Pajak reklame adalah Pajak atas 

Penyelenggaraan Reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada 

seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan 

dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk 

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk 

dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus 

terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 
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 Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, yang dimaksud dengan pajak 

reklame  adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.  

 Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan 

atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Penyelenggara Reklame 

adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas 

namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain. Nilai sewa reklame adalah 

nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak reklame. Nilai 

strategis (NS) penyelenggaraan reklame adalah ukuran atau standar nilai yang 

ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan 

ekonomi dan/atau nilai promotif. 

 

2.3.2    Dasar Hukum Pajak Reklame 

 Pemungutan Pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 

yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagai berikut. 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan   

Retribusi     Daerah 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah 

3) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan  Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
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Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pajak 

Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 

 

2.3.3 Wajib, Subjek dan  Objek Pajak Reklame 

 Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso wajib, subjek dan objek Pajak 

Reklame adalah: 

1) Wajib pajak reklame  

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

2) Subjek pajak reklame 

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. 

3) Objek Pajak reklame 

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak  

reklame sebagaimana yang dimaksud meliputi: 

a) Reklame Insidentil 

Reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan 

harian/ mingguan/ bulanan. 

b) Reklame Megatron 

Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan 

layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat 

berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk 

didalamnya Videotron dan Elektronic Display. 
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c) Reklame Shop Sign, Branding, Papan atau Billboard 

Reklame yang besifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari 

papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, 

batu, tembok atau beton, logam atau bahan ain yang sejenis, dipasang 

pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri)  atau digantung atau 

ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan 

sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 

d) Reklame Baliho 

Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang 

pada konstruksi dan tidak permanen dan tujuan materinya 

mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. 

e) Reklame Kain 

Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau 

mempromosikansuatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil 

dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik dan bahan lain yang 

sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk , umbul-umbul, bendera, 

flag, chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner dan standing 

banner. 

f) Reklame Melekat atau Stiker 

Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara 

ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantung pada suatu benda. 

g) Reklame Selebaran 

               Reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan 

disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk 

ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, 

termasuk didalamnya brosur, leaflet dan reklame dalam undangan. 

h) Reklame Berjalan  

Reklame yang ditempatkan (dipasang) pada kendaraan atau benda yang 

dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan 

atau dengan cara dibawa, didorong atau ditarik oleh orang. Termasuk 
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didalamnya reklame pada gerobak atau rombong, kendaraan baik motor 

atau tidak. 

i) Reklame Udara 

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata 

yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh 

perantara alat. 

j) Reklame Film atau Slide 

       Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise      

(celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang 

sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan. 

 k)    Reklame Suara 

 Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang    

diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara 

alat. 

l)   Reklame Peragaan 

      Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu 

barang dengan atau tanpa disertai suara. 

 

2.3.4    Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Reklame 

 Sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso adalah: 

1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; 

2) label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 

3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;dan 

4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

termasuk reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. 
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2.3.5    Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame 

 Tarif dan dasar pengenaan pajak reklame yaitu: 

1) nilai pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); 

2) dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR); 

3) dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame 

sebagaimana dimaksut pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak 

reklame; 

4) dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame 

sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan 

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka 

waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame dan  tingkat 

kesulitan pemasangannya; 

5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) 

tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame 

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat 

(3); 

6) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis dan jenis 

reklame; 

7) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu 

penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan 

tahunan; 

8) Nilai Strategi (NS) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan 

kelas jalan, ketiggian dan sudut pandang; 

9) Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan berdasarkan tingkat 

kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu 

10) lintas;dan 

11) Kelas jalan diklasifikasi menjadi tiga kelas meliputi: 

a. Kelas jalan Provinsi 

b. Kelas jalan A (Kecamatan Kota) 

c. Kelas jalan B (Di luar Kecamatan Kota) 
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2.4 Pajak Reklame Insidentil 

2.4.1 Pengertian Pajak reklame insidentil 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso Reklame insidentil adalah reklame yang jangka waktu 

pemasangannya menggunakan perhitungan harian, mingguan atau bulanan. 

 

2.4.2 Jenis Reklame Insidentil 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso Reklame insidentil meliputi: 

a. Spanduk, Umbul-Umbul, Tamplate dan sejenisnya; 

b. Baliho tidak permanen; 

c. Poster,Stiker, Selebaran dan sejenisnya; 

d. Reklame berjalan ( rombong termasuk pada kendaraan) 

e. Reklame suara, siaran keliling dan sejenisnya. 

 

2.4.3 Tarif Reklame insidentil 

 Tarif  pajak reklame insidentil untuk daerah Kabupaten Bondowoso oleh 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten bondowoso menurut 

Peraturan Bupati Bondowoso mengenai pajak reklame insidentil. 
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Tabel 2.1 Tarif Pajak Reklame Insidentil 

No Jenis Reklame Bahan 
Ukuran 
Standar 

Masa Pajak 
Nilai Strategis (NS) 

NJOP 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Jln. Propinsi Kec. Kota Luar Kec. Kota  

(7) (a) (b) (c) 
 
1 Spanduk, Template, 

Umbul-Umbul dan 
sejenisnya 

Plat, Seng, Triplek, 
Benner dan 
sejenisnya 

1M2 

1 Hari/M2 5.000 3.000 2.000 80.000 

1 Minggu/ M2 12.000 4.000 3.000 80.000 

1 Bulan/M2 20.000 12.000 8.000 80.000 
 

2 
Reklame Baleho 
tidak permanen 

Plat, Seng, Triplek, 
Benner dan 
sejenisnya 

1M2 1 Bulan/M2 80.000 70.000 50.000 100.000 

 
3 
 
 
 
 
 
 

Reklame Poster, 
Stiker, Selebaran, 

dan sejenisnya 
 
 
 

Kertas biasa dan 
sejenisnya 

 
 

Lembar 
 
 
 
 
 

1 Mgg/1000 
Lb 

4.000 3.000 2.000 5.000 

1 Bulan / 1000 5.000 4.000 3.000 5.000 

Kertas metalik dan 
sejenisnya 
 

1 Mgg/1000 
Lb 

4.500 
 

3.500 3.000 5.000 

1 Bulan / 1000 5.500 4.500 3.500 
 

5.000 

         
 
4 

Reklame berjalan 
(Rombong, 

termasuk pada 
kendaraan) 

Cat dan sejenisnya 1M2 1 Minggu/ M2 40.000 30.000 20.000 - 

5 Reklame Suara, 
siaran keliling dan 

sejenisnya 
Elektronik Jam 

1 Minggu/ M2 70.0000 50.0000 30.000 
- 

1 Bulan/ Jam 100.000 80.0000 40.000 

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 

2
3
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Tabel 2.2  Tabel Daftar Penetapan Kawasan Zona Pajak Reklame 

No Kawasan Zona Area Zona 

(1) (2) (3) 
1 A 

(kecamatan kota) 
- Kawasan kota Bondowoso 
-Di sepanjang wilayah kota Bondowoso 

2 B 
(luar kecamatan kota) 

-Di sepanjang jalan PB. Sudirman 
-Jalan RE Martadinata 
-Jalan Teuku Umar 
-Jalan Wahid Hasyim 
-Jalan KH Agus Salim 

3 Provinsi -Pasar atau pertokoan, terminal BUS atau MPU 
di luar klasifikasi A 
-Jalan-jalan provinsi di Kabupaten 
Bondowoso, di luar klasifikasi a 
-Semua jalan Kabupaten dan Desa di luar 
Kecamatan Bondowoso 

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 

 

2.4.4 Mekanisme pendaftaran dan pendataan pajak reklame 

          Mekanisme pendaftaran dan pendataan pajak reklame menurut Siahaan 

(2006: 333-334) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakanpendaftaran 

dan pendataan terhadap wajib pajak. kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali 

dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran 

dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen 

disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendataan dengan 

jelas, lengkap serta mengembalikan kepaada petugas pajak. Selanjutnya petugas 

pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib 

pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan 

sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.  
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2.4.5 Mekanisme Penetapan pajak reklame 

 Mekanisme penetapan  pajak reklame menurut Siahaan (2006: 335) 

berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang 

dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat 

yang ditunjuk oleh bupati atau walikota menetapkan pajak reklame yang terutang 

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi 

oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak 

atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah 

lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak 

terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak 

Daerah(STPD). 

 

2.4.6    Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame 

 Mekaanisme pajak reklame menurut Siahaan (2006: 337-338) Pajak 

reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan 

daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran ditetapkan 

oleh bupati atau walikota. Pembayaran pajak reklame yang terutang dilakukan ke 

kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/walikota sesuai 

waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila 

pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak 

harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang 

ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada 

hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

 Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada 

wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang diberikan tanda bukti 

pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan  
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2.5 Mekanisme 

2.5.1 Pengertian Mekanisme 

 Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan 

dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan 

profesionalitas. 

Menurut wikipedia bahasa indonesia mekanisme adalah pandangan bahwa 

interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan 

atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi 

sesuai dengan tujuan. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

3.1  Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
 Kabupaten Bondowoso 

 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2013 

Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso,  menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melkasanakan 

urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan atas asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

 Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

pengelolaan keungan daerah; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuanagan daerah; 

4. Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD; 

5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 

6. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 

7. Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah; 

8. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah 

9. Perumusaan pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;  

10.  Perumusan penyajian informasi keuangan daerah; 

11. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah; 

12. Perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah; 

13. Perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah; 
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14. Perumusan penyusunan laporan keunagan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

15. Penyusunan laporan keunagan yang meliputi lapaoran realisasi anggaran, 

neraca dan catatan atas laporan keuangan; 

16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

3.2  Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
 Kabupaten Bondowoso 

3.2.1  Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

 Visi yaitu pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang 

ingin digapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh 

kedepan. Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Terwujudnya Tata Kelola 

Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan yang Tertib, Efektif, 

Efisien,Transparan dan Akuntabel”. 

 

3.2.2  Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

 Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari 

visi. Maka visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso  yaitu : 

a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah. 

b. Menciptakan sistem prosedur administrasi perpajakan yang tertib. 

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan 

daerah. 

d. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan 

daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya. 
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3.3  Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
 Kabupaten Bondowoso 
 Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso 

nomor 12 Tahun 2013  tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut: 
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DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO 
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Gambar: 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowo 
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (2016)
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1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

mempunyai tugas : 

a. Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD; 

b. Mengendalikan Pelaksanaan APBD; 

c. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan 

APBD; 

d. Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

e. Melaksanakan penentapan Surat Penyediaanj Dana (SPD) 

f. Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah; 

g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan 

daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Bupati 

 Selain sebagi SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso jugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahn APBD; 

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

d. Melaksanakan fungsi BUD; 

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan oleh 

kepala daerah. 

2. Sekretariat 

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi 

umum, kepegawaian  dan keuangan SKPD. 

Bagian Sekertariat mempunyai fungsi : 
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a. Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan; 

b. Pelaksnaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; 

c. Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi; 

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan  Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

Sekretariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

1) Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas 

a) Melakukan penyusunan program dan kegiatan; 

b) Melakukan penyusunan RKA; 

c) Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD; 

d) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) SKPD; 

e) Melakukan penyusunan Laporan Ketenrangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

SKPD; 

f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

b) Melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan; 

c) Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan; 

d) Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usha, dokumentasi, 

statistik dan kesejahteraan pegawai; 

e) Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan 

disiplin pegawai; 

f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyusunan DPA; 

b) Melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; 

c) Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD; 

d) Melakukan peyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi 

anggran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; 
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e) Melakuakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

3. Bidang Pendapatan Daerah 

 Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, 

parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain 

PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan 

lainnya. 

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas; 

b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah 

selain PBB dan BPHTB; 

c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, 

hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah; 

d. Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

e. Pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

f. Pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selian PBB dan 

BPHTB; 

g. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

h. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selaian PBB dan 

BPHTB; 

i. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selain 

PBB dan BPHTB; 

j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

k. Pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pendapatan selain PBB dan BPHTB; 

l. Pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain PBB 

dan BPHTB; 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas : 
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a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah; 

b) Melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subjek dan objek pajak 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

c) Melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subjek dan objek 

pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha serta dokumentasi subjek dan 

objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB 

e) Melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD 

f) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran; 

g) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan 

pendaftaran; 

h) Melakaukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran; 

i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan 

Daerah. 

2) Seksi Penetapan mempunyai tugas : 

a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana 

kerja Bidang Pendapatan; 

b) Melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetepan pajak daerah dan 

besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang; 

c) Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB 

dan BPHTB; 

d) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan; 

e) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha ketetapan pajak daerah dan 

pendpatan daerah selain PBB dan BPHTB; 

f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selan PBB dan BPHTB 

yang berkaitan dengan penetapan; 

g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

PendapatanDaerah. 
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3) Seksi Penagihan mempunyai tugas : 

a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana 

kerja Bidang Pendapatan; 

b) Melakukan penagihan pajak daerah dan lainnya selain PBB dan BPHTB; 

c) Melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha penagihan pajak dan 

pendapatan daerah  lainnya selain PBB dan BPHTB; 

e) Melakukan kegiatan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya selain PBB 

dan BPHTB; 

f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan penagihan; 

g) Melakukan pengendalian teknis operasional penagihan pajak daerah; 

h) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan; 

i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan 

Daerah. 

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB 

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang 

bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan serta penerimaan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan dan 

Perkebunan. 

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan kerja bidang yang mengacu pada perencanaan 

strategis dinas; 

b. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

pengelolaan PBB dan BPHTB; 

c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan PBB dan BPHTB skala 

kabupaten; 

e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran, 

penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB; 
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f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan PBB dan 

BPHTB; 

g. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB dan dana 

bagi hasil PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Dinas. 

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada 

rencana kerja bidang; 

b) Melakukan administrasi pendaftaran, pendataan objek pajak baru PBB 

sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop 

PBB; 

c) Melakukan verfikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap objek pajak 

(baik objek pajak baru, mutasi sebagai atau seluruhnya) serta penghapusan 

objek pajak; 

d) Melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP 

e) Melakukan evaluasi ketetapan niali jual objek pajak 

f) Melakukan penghitungan penentapan nilai objek pajak PBB; 

g) Melakukan administasi pembentulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, 

penghapusa, kompensasi, restitusi, atas permohonan dari wajib pajak dan 

penyelesaian permasalahannya; 

h) Melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas ketetapan PBB 

tahun berjalan; 

i) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

j) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendpatan 

PBB dan BPHTB; 

2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada 

rencana kerja bidang; 

b) Melakukan pengadministrasian dan pemprosesan dokumen masuk pada 

seksi penagihan PBB dan BPHTB; 
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c) Melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan 

penagihan PBB dan BPHTB; 

d) Melakukan penatausahaan dan pemerosesan surat keputusan keberatan, 

banding, pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat 

keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administasi; 

e) Melakukan penyelesaian usualan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB 

dan BPHTB; 

f) Melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB; 

g) Melakukan penyiapan bahan penghapusan piutang PBB dan BPHTB; 

h) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB; 

i) Melakukan dan memjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan 

BPHTB; 

j) Melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan penundaaan 

pembayaran PBB dan BPHTB; 

k) Melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB 

dan BPHTB; 

l) Melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah 

Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan pencabutan sita; 

m) Melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan lelang; 

n) Melakukan pemantauan, evalusi dan pelaporan kegiatan seksi; 

o) Melakukan tugas-tugas laian yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan PBB dan BPHTB. 

 

3) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada 

rencana kerja bidang; 

b) Melakukan pengelolaan data PBB dan pembatalan salinan SPPT SKP/SPT 

sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima; 

c) Melakukan penetapan ketetapan data objek dan subjek sebagai tindak lanjut 

adanya perubahan dan pengembangan data PBB; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


38 
 

 

d) Melakukan pemeliharaan dan pengembangan data PBB; 

e) Melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data 

PBB (SISMIOP PBB) 

f) Melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan 

pembayaran PBB dan BPHTB; 

g) Melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB; 

h) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT; 

i) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB; 

j) Melakukan penyempurnaan system pembentukan basis data PBB dan 

BPHTB; 

k) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam 

pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB; 

l) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan 

PBB dan BPHTB. 

5.  Bidang Anggaran mempunyai tugas : 

a. Melakukan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta 

pengendalian pelaksanaan APBD; 

b. Melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) atau 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD) untuk disahkan 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau 

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD atau Perubahan APBD; 

b. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) atau Dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah; 

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan 

daerah; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembina pengelolaan keuangan daerah; 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran; 
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f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

1) Seksi anggaran pendpaatan mempunyai tugas : 

a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan 

pendapatan daerah; 

b) Melakukan konsilidasi data anggaran pendapatan; 

c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran; 

2) Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas : 

a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan belanja 

dan pembiayaan daerah; 

b) Melakukan konsolidasi data anggaran belanja dan pembiayaan; 

c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran. 

3) Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD; 

b) Melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan 

Pembiayaan Daerah; 

c) Melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; 

d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran 

6.  Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan anggaran kas; 

b. Melaksanakan penerbiatan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

c. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

d. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan 

atau lembaga keaunagan yang ditunjuk; 

e. Melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

elaksanakan PBD; 

f. Melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah; 

g. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah; 

h. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

i. Melaksnakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
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Dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 

b. Penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan 

investasi; 

c. Penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas daerah; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

pemerintahan daerah; 

e. Penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 

f. Penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Perbendaharaan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

1) Seksi pengelolaan dan penyedian dana mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyiapan anggaran kas daerah; 

b) Melakukan penyiapan SPD; 

c) Melakukan administrasi teknis pelaksanaan system penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

d) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah; 

e) Melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 

daerah; 

f) Melakukan rekonsiliasi atas RKUD; 

g) Melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas; 

h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biang 

Perbendaharaan. 

2) Seksi belanja langsung mempunyai tugas : 

a) Melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran 

berupa SPJ; 

b) Melakukan penerbitan SP2D belanja langsung; 

c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran 

atas beban rekening kas umum daerah; 
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d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

3) Seksi belanja tidak langsung mempunyai tugas : 

a) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan; 

b) Melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung; 

c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran 

atas beban rekening kas daerah; 

d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan koordinasi dan konsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

keuangan; 

b. Melaksanakan koordinasi konsoliasi dalam rangka penyajian informasi 

keuangan daerah; 

Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai 

fungsi; 

a. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah; 

b. Penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta 

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 

c. Penyiapan bahan penyusunan system akuntasi dan pelaporan keuangan daerah; 

d. Penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah; 

e. Pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

1) Seksi akuntansi mempunyai tugas; 

a) Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

b) Melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan Realisasi 

Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari 

SKPD dan SKPKD; 

c) Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam 

rangka penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan; 
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d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi 

dan Pelaporan. 

2) Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas : 

a) Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan; 

b) Menyajikan informasi keuangan daerah; 

c) Melakukan tugas-tugas lan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi 

dan Pelaporan. 

 

 Pada saat melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis ditempatkan di 

bagian bidang pendapatan yang dinaungi oleh kepala bidang pendapatan daerah. 

Bidang pendapatan memiliki tugas sebagai berikut 

 Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, 

parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain 

PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan 

lainnya. 

1. Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas; 

b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah 

selain PBB dan BPHTB; 

c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, 

restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah; 

d. Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

e. Pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

f. Pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selian PBB dan 

BPHTB; 

g. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB; 

h. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selaian PBB 

dan BPHTB; 
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i. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah 

selain PBB dan BPHTB; 

j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

k. Pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pendapatan selain PBB dan BPHTB; 

l. Pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain 

PBB dan BPHTB; 

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

2) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas : 

a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah; 

b. Melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subjek dan objek pajak 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

c. Melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subjek dan 

objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

d. Melakukan tugas administrasi atau tata usaha serta dokumentasi subjek 

dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB 

e. Melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD 

f. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran; 

g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan 

dan pendaftaran; 

h. Melakaukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran; 

i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah. 

3) Seksi Penetapan mempunyai tugas : 

a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada 

rencana kerja Bidang Pendapatan; 
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b. Melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetepan pajak daerah dan 

besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang 

terhutang; 

c. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain 

PBB dan BPHTB; 

d. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

penetapan; 

e. Melakukan tugas administrasi atau tata usaha ketetapan pajak daerah 

dan pendpatan daerah selain PBB dan BPHTB; 

f. Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selan PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan penetapan; 

g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

PendapatanDaerah. 

4) Seksi Penagihan mempunyai tugas : 

a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana 

kerja Bidang Pendapatan; 

b. Melakukan penagihan pajak daerah dan lainnya selain PBB dan BPHTB; 

c. Melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

d. Melakukan tugas administrasi atau tata usaha penagihan pajak dan 

pendapatan daerah  lainnya selain PBB dan BPHTB; 

e. Melakukan kegiatan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya selain 

PBB dan BPHTB; 

f. Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan penagihan; 

g. Melakukan pengendalian teknis operasional penagihan pajak daerah; 

h. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan; 

i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis lakukan di 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso 

menggunakan Official Assessment System dimana besarnya pajak terutang 

ditentukan oleh fiskus. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1) Pendataan Pajak Reklame Insidentil yaitu proses pencatatan ke dalam buku 

pendataan dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

2) Penetapan Pajak Reklame Insidentil merupakan suatu proses menetapkan 

besarnya hutang pajak berdasarkan laporan pendataan wajib pajak.   

3) Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak reklame insidentil Alfamart 

pada bidang pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso (DPPK) telah dilakukan sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku di daerah Bondowoso yaitu 

Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak 

Daerah. 
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 5.2 Saran 

 Menurut observasi yang dilakukan oleh penulis, serangkaian proses 

administrasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso maka penulis ingin memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten 

Bondowoso agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan efektif 

sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. 

2) Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak 

membayar atau melaporkan pajak terhutangnya, sehingga akan 

menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten 

Bondowoso agar lebih banyak melakukan penyuluhan dan pemberitahuan 

mengenai pentingnya membayar pajak sehingga dengan adanya hal tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. 

4) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten 

Bondowoso seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap reklame insidentil 

Alfamart jenis selebaran karena selama ini reklame tersebut terlewatkan 

kewajiban perpajaknnya. 
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